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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, 

melakukan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat dengan cara yang 

efisien dan transparan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, terkadang 

diperlukan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mewakili 

lembaga di berbagai forum, mengikuti pelatihan, rapat koordinasi, atau 

melaksanakan tugas lapangan lainnya di luar area kerja. Kegiatan ini tidak hanya 

bersifat administratif, namun juga memiliki dampak signifikan terhadap 

pengelolaan anggaran negara yang menuntut akuntabilitas dan keterbukaan.  

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas 

adalah pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan selesai. Proses ini meliputi 

penyusunan berbagai dokumen yang sah dan sesuai ketentuan, di antaranya nota 

pencairan dana. Nota pencairan dana berfungsi sebagai dokumen penting yang 

membuktikan pengeluaran yang telah dilakukan oleh pegawai, dan menjadi dasar 

bagi bendahara instansi untuk penggantian uang kepada pegawai setelah 

malaksanakan perjalanan dinas. Dengan demikian, keakuratan dan kelengkapan 

dokumen ini menjadi syarat utama dalam mengelola anggaran kas dinas.  

Pada lingkungan Pemerintah, khususnya pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata), pelaksanaan perjalanan dinas adalah 

bagian integral dari aktivitas lembaga. Dinas ini memiliki berbagai program dan 

kegiatan yang seringkali mengharuskan pegawai melakukan perjalanan dinas ke 

sejumlah tempat, baik untuk koordinasi program, kunjungan kerja, maupun 

pengawasan kegiatan di lapangan. Dengan intensitas perjalanan dinas yang cukup 

tinggi, diperlukan sistem administrasi dan mekanisme pencairan dana yang tertib, 

cepat, dan sesuai prosedur agar pelaksanaan tugas tidak terhambat.  

Sebagai bagian dari kegiatan magang, penulis berkesempatan mengamati 

langsung proses pembuatan nota pencairan dana setelah perjalanan dinas di 
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Disporyata Kota Depok. Penulis menyadari bahwa pembuatan nota pencairan dana 

tidak hanya merupakan prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan upaya 

untuk menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan benar. Proses ini melibatkan 

beberapa langkah, mulai dari mengumpulkan bukti perjalanan, menyusun laporan 

pertanggungjawaban, hingga mengajukan dana kepada bagian keuangan.  

Proses pembuatan nota pencairan dana setelah perjalanan dinas di 

Sekretariat Disporyata Kota Depok tidak selalu berjalan sesuai aturan yang telah 

ditetapkan. Bendahara Pengeluaran Pembantu terkadang menemukan berbagai 

hambatan, seperti keterlambatan pengumpulan dokumen, kurangnya pemahaman 

pegawai mengenai prosedur administrasi, sampai data yang tidak sesuai yang dapat 

mengakibatkan penundaan penggantian biaya. Oleh karena itu, penting untuk 

mengidentifikasi tahapan proses, masalah yang muncul, serta solusi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses ini.  

Tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas 

tentang proses administrasi keuangan di instansi pemerintah, terutama seputar 

pencairan dana perjalanan dinas. Selain itu, tugas akhir ini juga memiliki tujuan 

agar dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh 

instansi terkait dalam memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola keuangan 

daerah. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk membahas topik ini dengan 

judul “Proses Pembuatan Nota Pencairan Dana Setelah Perjalanan Dinas Di 

Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok” 

  

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam penulisan tugas akhir ini, penting untuk merumuskan pemasalahan 

secara jelas agar fokus pembahasan dapat terarah dan terukur. Oleh karena itu, 

untuk memahami permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, berikut ini 

dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 

a. Proses pembuatan nota pencairan dana setelah perjalanan dinas di 

Sekretariat Disporyata Kota Depok 

b. Dokumen yang diperlukan sebagai bukti dalam proses pembuatan nota 

pencairan dana setelah perjalanan dinas di Sekretariat Disporyata Kota 

Depok 



 

 

 

c. Hambatan dan solusi dalam proses pembuatan nota pencairan dana 

setelah perjalanan dinas di Sekretariat Disporyata Kota Depok 

  

1.3 Tujuan  

Penulisan tugas akhir ini berfokus pada proses administrasi, khususnya 

dalam pembuatan nota pencairan dana setelah perjalanan dinas. Adapun tujuan dari 

penulisan tugas akhir ini yaitu: 

a. Menjelaskan tahapan proses pembuatan nota pencairan dana (NPD) 

setelah perjalanan dinas pegawai negeri sipil di Sekretariat Disporyata 

Kota Depok. 

b. Mengetahui dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti dalam proses 

penyusunan nota pencairan dana (NPD) di Sekretariat Disporyata Kota 

Depok. 

c. Menjelaskan hambatan dan solusi yang terjadi dalam proses pembuatan 

nota pencairan dana (NPD) di Sekretariat Disporyata Kota Depok. 

  

1.4 Manfaat   

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi berbagai 

pihak. Bukan hanya bagi penulis, tetapi juga bagi Politeknik Negeri Jakarta sebagai 

pihak instansi pendidikan dan Disporyata Kota Depok sebagai pihak pemerintahan. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini yaitu: 

a. Sebagai upaya untuk menghubungkan keterkaitan antara teori dan praktik 

selama berkuliah, penulis mendapatkan beberapa manfaat dari penulisan 

tugas akhir ini, antara lain: 

1) Mendapatkan pengalaman langsung dalam memahami proses 

administrasi keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban perjalanan dinas.  

2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun 

dokumen administrasi, termasuk nota pencairan dana secara 

sistematis sesuai dengan prosedur yang berlaku.  
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3) Menjadi wadah untuk menggunakan pengetahuan yang telah 

diperoleh selama studi perkuliahan dalam situasi lingkungan kerja 

nyata.  

4) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah administrasi 

dan keterampilan dalam merumuskan solusi berdasarkan situasi di 

lapangan.  

  

b. Selain bermanfaat untuk penulis, tugas akhir ini juga memiliki manfaat 

untuk Disporyata Kota Depok, yaitu:  

1) Mendapatkan bahan referensi maupun evaluasi untuk 

menyempurnakan proses administrasi dalam membuat nota pencairan 

dana.  

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan 

ketepatan dalam penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan 

pengelolaan dana. 

3) Meminimalisir resiko yang terjadi kedepannya saat membuat nota 

pencairan dana. 

  

c. Penulisan tugas akhir ini juga bermanfaat untuk Politeknik Negeri Jakarta, 

sebagai institusi pendidikan, antara lain: 

1) Memperkuat citra positif Politeknik Negeri Jakarta melalui kontribusi 

nyata bahwa mahasiswanya memiliki kualitas dan dapat menjalankan 

magang serta pekerjaan di lingkungan pemerintahan, khususnya 

pembuatan nota pencairan dana. 

2) Memperkaya karya ilmiah, khususnya pada bidang administrasi dan 

pengelolaan keuangan/anggaran. 

3) Sebagai bukti bahwa adanya keterkaitan antara kurikulum yang 

diajarkan saat berkuliah dengan lingkungan pekerjaan administrasi. 

 



 

 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data   

Agar informasi yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini dapat diperoleh secara 

relevan dan tepat, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Obervasi adalah cara mengumpulkan data yang sangat penting untuk 

mendapatkan informasi yang alami dan mendalam mengenai suatu 

peristiwa atau tindakan (Romdona dkk., 2025). Observasi dilaksanakan 

berdasarkan pengamatan terhadap proses kerja pegawai negeri sipil, 

khususnya dalam membuat nota pencairan dana setelah melakukan 

perjalanan dinas. Penulis mengamati proses kegiatan mulai dari penerimaan 

dokumen perjalanan dinas, pengecekan kelengkapan dokumen, hingga 

pengajuan dan pembuatan nota pencairan dinas yang dilakukan oleh 

bendahara dinas. Observasi ini bertujuan untuk mencapai pemahaman benar 

terkait proses kerja yang dilakukan serta untuk mengidentifikasi masalah 

yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaannya. 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang sangat berguna dalam 

mengumpulkan informasi, terutama untuk memahami hal-hal rumit atau 

bersifat pribadi dengan lebih mendalam (Romdona dkk., 2025). Wawancara 

dilakukan secara langsung kepada Enie Ekowati, A.Md, selaku Bendahara 

Pengeluaran Pembantu terkait dengan proses pembuatan nota pencairan 

dana. Wawancara dibuat sesuai dengan pertanyaan sesuai dengan rumusan 

masalah. Metode ini dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang 

lebih tepat terkait tugas dan tanggung jawab pegawai dalam pembuatan nota 

pencairan dana. 

 

c. Dokumentasi penulis 

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan atau proses untuk 

menyediakan berbagai dokumen dengan menggunakan bukti yang tepat 

berdasarkan catatan dari berbagai sumber (Hasan, 2022) . Proses 
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dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan informasi dari dokumen yang 

relevan saat proses pembuatan nota pencairan dana dan berfungsi untuk 

memperkuat informasi yang didapat dari hasil pengamatan dan wawancara 

serta berperan sebagai bukti sah dalam menjelaskan langkah-langkah 

pembuatan nota pencairan dana di Sekretariat Disporyata Kota Depok. 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Merujuk pada hasil pembahasan dalam BAB IV, dapat disimpulkan bahwa 

proses pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) di Sekretariat Disporyata Kota 

Depok telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.  

a. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penyusunan 

laporan/nota perjalanan dinas oleh pelaksana hingga penggantian uang oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

b. Penyusunan laporan perjalanan dinas memerlukan kelengkapan dokumen 

sebagai bukti administratif, seperti undangan kegiatan, Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD), laporan perjalanan, dokumentasi kegiatan, serta 

bukti pembayaran akomodasi. Kelengkapan dokumen ini menjadi aspek 

penting dalam mendukung validitas dan akuntabilitas pencairan dana. 

c. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan proses ini, di antaranya laporan perjalanan dinas yang tidak 

disertai dokumen pendukung secara lengkap dan kendala teknis pada sistem 

SIPD. Untuk mengatasi hal tersebut, Bendahara Pengeluaran Pembantu telah 

melakukan upaya perbaikan, seperti mengembalikan dokumen untuk 

dilengkapi dan melaporkan kendala SIPD ke Badan Keuangan Daerah (BKD). 

Secara keseluruhan, pelaksanaan proses pembuatan Nota Pencairan Dana di 

Sekretariat DISPORYATA Kota Depok telah mendukung kelancaran administrasi, 

serta berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

anggaran dinas sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku. 

 

5.2 Saran 

Merujuk pada hasil observasi dan wawancara yang penulis telah 

dilaksanakan mengenai Proses Pembuatan Nota Pencairan Dana Setelah Perjalanan 

Dinas Di Sekretariat Disporyata Kota Depok, penulis ingin mengemukakan 

beberapa saran, antara lain: 
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a. Penguatan Proses Verifikasi Dokumen Perjalanan Dinas. 

Disarankan untuk memperkuat sosialisasi mengenai kelengkapan 

dokumen perjalanan dinas kepada seluruh pegawai di Disporyata Kota 

Depok. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan atau penyediaan panduan 

visual yang mudah diakses agar pegawai lebih memahami jenis dokumen 

yang dibutuhkan dan format yang sesuai. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

juga dapat diberikan wewenang dan dukungan lebih dalam melakukan 

pengembalian laporan yang tidak lengkap secara tegas, namun tetap dengan 

komunikasi yang konstruktif untuk memfasilitasi perbaikan. Ini akan 

meminimalkan waktu yang terbuang untuk proses bolak-balik dan 

meningkatkan akurasi data keuangan. 

 

b. Peningkatan Koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah terkait SIPD. 

Mengingat ketergantungan pada SIPD yang berskala nasional, 

disarankan untuk membangun jalur komunikasi yang lebih proaktif dan 

responsif dengan Badan Keuangan Daerah terkait isu-isu aksesibilitas 

SIPD. Ini bisa berupa pembentukan gugus tugas atau penunjukan PIC 

(Person in Charge) khusus yang bertanggung jawab untuk memantau status 

SIPD dan melaporkan kendala secara cepat.  
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran  1  

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Apa saja tahapan/proses pembuatan nota pencairan dana di Sekretariat 

Disporyata Kota Depok? 

2. Apa saja dokumen yang dibutuhkan sebagai pendukung untuk pembuatan nota 

pencairan dana setelah perjalanan dinas di Sekretariat Disporyata Kota Depok? 

3. Bagaimana jika dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

pembuatan nota pencairan dana? 

4. Apa saja hambatan yang terjadi saat pembuatan nota pencairan dana dan 

bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut? 

5. Apakah semua undangan kegiatan dihadiri? Jika tidak, apa kriteria undangan 

kegiatan yang dapat dihadiri? 

6. Siapa saja pegawai yang terlibat dalam proses pembuatan nota pencairan dana 

setelah perjalana dinas? 

 

Lampiran  2  

Hasil Wawancara 

1. Apa saja tahapan/proses pembuatan nota pencairan dana di Sekretariat 

Disporyata Kota Depok? 

Hasil wawancara: jika hanya proses pembuatan nota pencairan dana, maka 

prosesnya adalah pelaksana perjalanan dinas membuat nota perjalanan dinas, 

setelah itu mengajukan ke Bendahara, selanjutnya bendahara melengkapi berkas 

administrasi berupa kwitansi, persetujuan kwitansi oleh PPTK (Pejabat 

Pelakasana Teknis Kegiatan), verifikasi kwitansi oleh Sekretaris Dinas selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran, membuat pengajuan NPD pada website SIPD 

(Sistem Informasi Pemerintah Daerah), membuat nota pencairan dana dari akun 

PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membayarkan dana kepada 

pelaksana perjalanan dinas. 
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2. Apa saja dokumen yang dibutuhkan sebagai pendukung untuk pembuatan nota 

pencairan dana setelah perjalanan dinas di Sekretariat Disporyata Kota Depok? 

Hasil wawancara: Undangan kegiatan, Surat perintah perjalanan dinas, Laporan 

perjalanan dinas, Dokumentasi selama kegiatan, Bukti pembayaran akomodasi. 

 

3. Bagaimana jika dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

pembuatan nota pencairan dana? 

Hasil wawancara: Jika Bendahara Pengeluaran Pembantu menemukan laporan 

perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan, maka 

laporan tersebut akan dikembalikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk 

dilengkapi dokumennya. Jika sudah lengkap, dapat diberikan kembali kepada 

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk ditindaklanjuti pembuatan nota 

pencairan dana. 

 

4. Apa saja hambatan yang terjadi saat pembuatan nota pencairan dana dan 

bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut? 

Hasil wawancara: Hambatan yang sering terjadi adalah dokumen pendukung 

tidak sesuai, maka laporan perjalanan dinas akan dikembalikan kepada 

pelaksana perjalanan dinas untuk dilengkapi. Hambatan yang kedua adalah 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sering down karena mengjangkau 

secara nasional, sehingga tidak dapat dilakukan penginputan, maka akan 

melaporkan hal tersebut kepada BKD (Badan Keuangan Daerah) untuk 

ditindaklanjuti . Tidak adanya dana yang diperlukan untuk pencairan dana, maka 

harus menunggu perputaran uang dari BKD (Badan Keuangan Daerah). 

 

5. Apakah semua undangan kegiatan dihadiri? Jika tidak, apa kriteria undangan 

kegiatan yang dapat dihadiri? 

Hasil wawancara: Tidak semua undangan kegiatan dapat dihadiri. Dan tidak ada 

kriteria khusus karena sesuai kewenangan disposisi dari pimpinan (kepala 

dinas).  
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6. Siapa saja pegawai yang terlibat dalam proses pembuatan nota pencairan dana 

setelah perjalana dinas? 

Hasil wawancara:  Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian, Sekretaris Dinas selaku kuasa pengguna anggaran, Pelaksana 

Perjalanan Dinas, dan Kasubag. Keuangan dan Aset. 

 

Lampiran  3  

Observasi Saat Melaksanakan Pengarsipan Nota Pencairan Dana Sebelum Tahap 

Persetujuan Kwitansi 

 

 

Lampiran  4  

Hasil Dokumentasi Wawancara Bersama Pembimbing Lapangan 

 


